
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER- 7 /PB/2018 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN 
BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN 

BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

Menimbang 

Mengingat 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, 

a . bahwa untuk melaksanakan pembayaran imbalan atas jasa 
pelayanan penerimaan negara dan penggantian atas biaya 
pelimpahan dari rekening persepsi mata uang asing telah 
ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor PER-17/PB/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan 
Penggan tian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing; 

b. bahwa untuk menyempumakan proses bisnis pelaksanaan 
pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan 
penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang 
asing yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu 
dilakukan pengaturan kembali tata cara pelaksanaan 
pembayaran imbalan jasa pe1ayanan Bank/Pos Persepsi dan 
penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima ksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos 
Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi 
Mata Uang Asing; 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 
tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara; 

2 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 
ten tang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 115/PMK.05/2017; 

3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi 
Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017; 

4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 
ten tang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran 
pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan 
Belanja Lainnya (BA 999.08); 

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.05/2010 
tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa 
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Persepsi/ Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Treasury 
Single Account Penerimaan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN 
JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN 
BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang 
dimaksud dengan: 

I. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN 
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bend ahara umum negara. 

2. Daftar lsian Pe1aksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 
digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk 
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 

4 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus 
Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus 
Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung 
jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. 

5 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga 
yang bersangkutan. 

7 . Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 
seluruh pengeluaran negara. 

8 . Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa 
BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. 

9 . Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk I<uasa BUN 
Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara. 
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10. Bank Persepsi dan Pas Persepsi yang selanjutnya disebut 
Bank/ Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan 
setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam 
sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran 
elektronik. 

1 L Bank Persepsi Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing 
yang sclanjutnya disebut Bank Persepsi Mata Uang Asing 
adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN untuk menerima 
setoran penerimaan negara yang secara ketentuan harus 
disetorkan ke kas negara dalam mata uang asing. 

12. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tcmpat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan . 

13. Bank Koresponden adalah bank tempat pemeliharaan 
rekening giro dalam rangka pembayaran dan/atau 
penerimaan dana ke atau dari bank, counterpart dan 
kustodian. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Tata cara pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan kepada 
Bank Persepsi Mata Uang Asing yang diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi: 

1. Mekanisme pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos 
Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi 
Mata Uang Asing secara bulanan. 

2. Mekanisme pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos 
Persepsi secara tahunan yang dilaksanakan setelah tahun 
anggaran berakhir atau perhitungan pembayaran rampung. 

BAB III 

PEMBERIAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA 
KEPADA BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA 

PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

Pasal 3 

(1) Atas layanan penerimaan negara melalui Bank/ Pos 
Persepsi, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perbenclaharaan memberikan imbalan jasa kepada Bank/ Pos 
Persepsi. 

(2) Besarnya imbalan jasa pelayanan penenmaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 
Keputusan Menteri Keuangan mengenai Imbalan Jasa 
Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Pcrsepsi 
dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account 
Penerimaan. 
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Pasal4 

(1) Atas pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing, 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan memberikan penggantian biaya kepada Bank 
Perscpsi Mata Uang Asing. 

(2) Besarnya penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mala 
Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai biaya 
pelimpahan yang dibayarkan oleh Bank Persepsi Mata Uang 
Asing berdasarkan perjanjian kerja sarna Bank Persepsi Mata 
Uang Asing dengan Bank Koresponden. 

Pasal5 

(1) Pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara 
kepada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) dan penggantian biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 4 ayat (1) dibayarkan kepada Kantor Pusat Bank/Pos 
Persepsi berkenaan. 

(2) Anggaran untuk pembayaran imbalan jasa pelayanan 
penerimaan negara dan penggantian biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dialokasikan pada DIPA Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus. 

Pasal 6 

(1) Periode perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara 
dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos 
Persepsi , meliputi: 

a . Perhitungan secara bulanan; 
b. Perhitungan rampung tahunan. 

(2) Periode perhitungan secara bulanan jumlah transaksi 
penenma an negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a , merupakan perhitungan jumlah transaksi 
penerimaan negara yang disetorkan melalui Bank/ Pos 
Persepsi selama periode 1 (satu) bulan. 

(3) Periode perhitungan rampung tahunan jumlah transaksi 
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
hurur b, merupakan perhitungan selisih jumlah transaksi 
penerimaan negara selama periode 1 (satu) tahun anggaran. 

(4) Perhitungan selisih jumlah transaksi penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada posisi 
data LKPP Audited. 

Pasa! 7 

Periode perhitungan jumlah transaksi pelimpahan penerimaan 
negara clalam rangka pembayaran penggantian biaya pelimpahan 
Bank Persepsi Mata Uang Asing dilakukan secara bulanan. 
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BABIV 

PENETAPAN JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN 
NILAl 1MBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN 

JUMLAH TRANSAKSl DAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSl 
MATA UANG ASING SECARA BULANAN 

Pasal8 

(I) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan jumlah 
transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa 
pelayanan Bank/ Pos Persepsi un tuk bulan berkenaan pada 
setiap awal bulan berikutnya. 

(2) Pelaksanaan perhitungan transaksi penerimaan negara dan 
nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulan 
Desem ber dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Hasil perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah 
Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai 1mbalan Jasa dalam 
rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos 
Persepsi yang dibuat sesuai dengan format se bagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling 
Iambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(5) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bertepatan dengan hari libur, maka Surat Keputusan Kepala 
KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(3) ditetapkan pada hari kerja berikutnya. 

(6) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: 

( I ) 

(2) 

a. Direktorat Sistem Perbendaharaan; 
b Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
c. Direktorat Sistem lnformasi dan Teknologi 

Perbendaharaan; 
d . KPPN Jakarta II; dan 
e. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi . 

Pasal9 

Bank Persepsi Mata Uang Asing menyampaikan besaran biaya 
pelimpahan bulan berkenaan kepada KPPN Khusus 
Penerimaan dilampiri dengan: 

a. Dokumen yang dapat menunjukkan besaran biaya 
pelimpahan; dan 

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla k yang 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
Lampiran huruf B yang merupakan bagian 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

dibuat 
dalam 

tidak 

Penyampaian besaran biaya pelimpahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 
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(3) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan jumlah 
transaksi pelimpahan dan penggantian biaya pelimpahan 
Bank Persepsi Mata Uang Asing untuk bulan berkenaan 
setelah diterimanya besaran biaya pelimpahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) . 

(4) Pelaksanaan perhitungan transaksi pelimpahan dan 
penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya. 

(5) Hasil perhitungan jumlah transaksi pelimpahan dan 
penggantian biaya pelimpahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala KPPN 
Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi dan Biaya 
Pelimpahan dalam rangka Penggantian Biaya Pelimpahan 
Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dibuat sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(6) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Pcncrimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disarnpaikan kepada: 

a. Direktorat Sistem Perbendaharaan; 
b . Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
c. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 

Perbendaharaan; 
d KPPN Jakarta 11; dan 
e . Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi. 

BABV 

MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN 
BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN 

BANK PERSEPSI MATA UANG ASING SECARA BULANAN 

Bagian Kesatu 

Pengajuan Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 
dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank 

Persepsi Mata Uang Asing 

Pasal 10 

(1) Setiap awal tahun, Kantor Pusat Bank/ Pos Persepsi 
menyampaikan surat pemberitahuan pejabat Bank/ Pos 
Persepsi yang berwenang mengajukan tagihan imbalan jasa 
pelayanan Bank/Pos Persepsi dan tagihan penggantian biaya 
pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran huruf D yang merupakan bag ian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(2) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan tagihan 
imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi kepada KPA 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus 
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Kantor Pusat Bank Persepsi Mata Uang Asing mengajukan 
tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata 
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Uang Asi ng kepada KPA berdasarkan Surat Keputusan I<epala 
KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaks ud dalam 
Pasal 9 ayat (5) dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf F' yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini . 

Pasal 11 

Tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/ Pas Persepsi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilampiri dengan: 

1. Kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuilansi 
tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat sesuai 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini ; 

2. F'aktur Pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang dibuat sesuai 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jencleral ini; 

3. Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf 1 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini; dan 

4. Fotokop i Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 3 (tiga) 
rangkap. 

Pasal 12 

Tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilampiri 
dengan kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan 
kuitansi tidak bermaterai sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuaL 
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini . 

Bagian Kedua 

Pembayaran Tagihan 1mbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 
dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

Mata Uang Asing 

Pasal 13 

KPA melakukan penelitian dan pengujian atas tagihan 
imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian 
biaya pclimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang 
diajukan oleh Kantor Pusat Bank/ Pas Persepsi. 

Dalam hal tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi 
dan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing tidak memenuhi persyaratan, KPA mengembalikan 
tagiha n kepada Kantor Pusat Bank/ Pos Persepsi berkenaan. 

Dalam hal tagiha n imbalan jasa pelayanan Bank/ Pas Persepsi 
dan pe nggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing Lelah memenuhi persyaratan, J{PA mcmproses 
pembaY<lran atas tagihan berkenaan. 
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Pasal14 

Mekanisme penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) dan pemrosesan pembayaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 13 ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pencairan anggaran 
pendapatan dan belanja negara atas be ban bagian anggaran 
Bendahara Umum Negara. 

BABVI 

MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN 
BANK/ POS PERSEPSI BERDASARKAN PERHITUNGAN RAMPUNG 

TAHUNAN 

Pasal15 

(1) Setelah berakhirnya tahun an ggaran , KPPN Khusus 
Penerimaan melakukan perhitungan selisih data jumlah 
transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa 
pelayanan Bank/Pos Persepsi selama' 1 (satu) tahun 
anggaran. 

(2) Perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara 
dan nilai imba!an jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 
1 (satu) bulan setelah ditetapkannya LKPP Audited. 

(3) Perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara 
dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih 
kUrang/selisih lebih antara data jumlah transaksi 
penerimaan negara melalui setoran Bank/Pos Persepsi dan 
nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi sesuai posisi 
data jumlah transaksi penerimaan negara pada LKPP Audited 
dibandingkan dengan rekapitulasi data penerimaan negara 
dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi periode 
Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus 
Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara 
dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan 
J asa Pelayanan Bank/ Pos Persepsi. 

(4) HasH perhitungan selisih data jumlah transaksi pencrimaan 
negara dan nilai imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang 
Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara 
dan Nilai Imbalan Jasa da!am rangka Pembayaran Imbalan 
Jasa Pelayanan Bank/ Pos Persepsi yang dibuat sesuai format 
yang tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(5) Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: 

a Direktorat Sistem Perbendaharaan; 
b Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
C. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 

Perbendaharaan; 
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d . Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi; dan 
c. KPPN Jakarta II. 

Pasal16 

(1) Selisih kurang data jumlah transaksi penerimaan negara dan 
nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi diakibatkan 
oleh data jumlah transaksi penerimaan negara melalui 
setoran Bank/ Pos Persepsi dan nilai imbalan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi sesuai posisi data jumlah transaksi 
penerimaan negara pada LKPP Audited lebih besar 
dibandingkan dengan data berdasarkan rekapitulasi data 
jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa 
pelayanan Bank/ Pos Persepsi periode Januari sampai dengan 
Desembcr tahun berkenaan berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala KPPN Khusus Penerimaan tentang Jumlah Transaksi 
Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka 
Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi. 

(2) Berdasarkan basil perhitungan selisih kurang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi 
mengajukan tagihan atas kekurangan pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi kepada KPA. 

(3) Pembayaran atas kekurangan imbalan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicalat sebagai pembayaran tunggakan pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi tahun anggaran 
sebelumnya. 

Pasal 17 

Mekanisme penyelcsaian pembayaran atas tagihan kekurangan 
Imbalan Jasa Pelayanan Bank/ Pos Persepsi rampung tahunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui 
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 
11, Pasal 13 clan Pasal 14. 

Pasal 18 

(1) Selisih lebih data jumlah transaksi penerimaan negara dan 
nilai imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi diakibatkan 
oleh data jumlah transaksi penerimaan negara melalui 
setoran Bank/ Pos Persepsi dan nilai imbalan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi sesuai posisi data transaksi penerimaan 
negara pada LKPP Audited lebih kecil dibandingkan dengan 
data berdasarkan rekapitulasi data penerimaan negara dan 
nilai imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi periode 
Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus 
Penerimaan ten tang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara 
dan Nilai Imbalan Jasa dalam rangka Pembayaran Imbalan 
Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi. 

(2) Berdasarkan hasil perhitungan selisih lebih sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1), KPA memperhitungkan kelebihan 
pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi 
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dimaksud dalam pembayaran imbalan Jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi bulanan. 

(3) Dalam hal perhitungan atas kelebihan pembayaran imbaJan 
Jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi dalam pembayaran 
imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi bulanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, 
KPA menagih penyetoran alas kelebihan pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dimaksud kepada Kantor 
Pusat Bank/Pos Persepsi. 

(4) Perhitungan atas kelebihan pembayaran imbalan jasa 
pelayanGln Bank/ Pos Persepsi dalam pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi bulanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran atas kelebihan 
pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos Persepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai akun 
Pendapatan Anggaran Lain-lain. 

BAB VII 

LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1) Pembayaran penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi 
Mata Uang Asing dalam bentuk mata uang Dolar Amerika 
Serikat (USD) . 

(2) Tata cara pembayaran penggantian biaya pelimpahan 
berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tata 
Cara Pembayaran Perjanjian DaJam Valuta Asing yang 
Dananya Bersumber dari Rupiah Murni . 

Pasal20 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran imbalan Jasa 
pelayanan Bank/ Pos Persepsi dan penggantian biaya 
pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, KPA membuat 
laporan realisasi pembayaran imbalan jasa pelayanan 
Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian 
tidak terpisah kan dari Peraturan Direktur Jenderal ini 

(2) Laporan realisasi pembayaran imbalan jasa pelayanan 
Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara 
secara bulanan. 

Pasal 21 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan pembayaran imbaJan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing yang dilakukan oleh KPA. 
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Pasal22 

Dalam rangka kepatuhan dan ketertiban pengajuan tagihan 
imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian biaya 
pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, KPA dapat 
melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi . 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal23 

Dalam rangka peralihan pembayaran imbalan jasa pelayanan 
Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing dari ketentuan sebagaimana diatur 
dalam peraturan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku: 

1. KPPN Khusus Penerimaan me1aksanakan penyerahan segala 
dokumen yang berkaitan dengan pembayaran imbalan jasa 
pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas biaya 
pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada KPA; 

2. Pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pad a angka 
1, dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima; 

3 . Segala Surat Keputusan yang dibuat sebe1um berlakunya 
Peraturan Direktur Jenderal ini tetap berlaku dan dapat 
digunakan untuk mengajukan tagihan pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan penggantian atas 
biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing yang 
belum dibayarkan; 

4. Tagihan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/ Pos 
Perscpsi dan penggantian at as biaya pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 
3 diproses sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur 
Jenderal ini ; 

5 . Pengakuan dan pencatatan atas kewajiban yang belum 
diselesaikan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan yang mengatur tentang Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan . 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal24 

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini , dapat 
ditindaklanjuti dengan Surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal 
Perbendaharaan 

Pasal 25 

Pad a saat Peraturan Direktur Jenderal 1111 mulai berlaku, 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
17/PB/2015 tentang Tata eara Pe1aksanaan Pembayaran Imbalan 
Jasa Pclayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantia n Biaya 
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Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasa126 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DIREKTUR JENOC:RAL PERBENDAIIARAAN 
NOMOR PER· r; /PB/2018 TENTANG TATA CARA 
PELAKSANMN PEMBAYARAN IMDALAN J,\SA 
PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN 
BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG 
JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM 
RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS 
PENERIMAAN 

NOMOR KEP-.. ... .. ... .... ... ... .... ( 1) .. ... .... .. ... ... .. ... . 

TENTANG 

JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAl IMBALAN JASA 
DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 

BULAN ... .... .. (2) .... ... .. TAHUN ...... .. . (3) ........ . 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN, 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur 
Jencleral Perbendaharaan Nomor PER· .. , .. . (4) ..... .. /PB/20 18 len tang 
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran 1mbalan Jasa Pclayanan 
Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing. perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan 
Tentang Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai 1mbalan 
Jasa Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan 
Bank/Pos Persepsi bulan .. .. " .. (5) .. " ' " tahun .. .. " .. (6) .... ,; 

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK05/2010 tentang 
Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka 
Penerapan Treasury Single Accounl; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 ten tang 
Sistem Penerimaar! Negara Secara Elektronik sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Kellangan Nomor 
115/PMK05/2017; 

3 KeplIllisan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK05/2010 lCl1lang 
Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa 
Persepsi/ Pos Persepsi dalam rangka Pelal(sanaan Treasury 
Single Account Penerimaan; 

4 . Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER· 
. . (7) ./PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran 

Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Pcnggantian 
Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing; 

Hasil perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara pada 
Bank/Pas Persepsi bulan .. ...... (8) ........ tahun .. .. .. .. (9) ... . .... ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI 
PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM 
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KEEMPAT 
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RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS 
PERSEPSIBULAN ......... (10) .. .. ..... TAHUN .. ..... .. (11) .. .. .. .. . 

Jumlah lransaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa dalam 
rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi 
bulan .... .. (12) .... .. . tahun .... . ... (13) .. ... ... adalah sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ini. 

Jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi data 
transal<si yang disetorkan melalui Bank/Pos Persepsi yang ada 
pada ciatabase Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Nilai Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA merupakan perkalian antara jumlah transaksi 
penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 
dengan satuan biaya imbalan jasa sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Keuangan. 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Khusus Penerimaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada: 

1. Direklur Sistem Perbendaharaan, Direktoral Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

2 . Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktoral Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

3 . Direktur Sis tem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

4 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; 
dan 

5 Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal .. .. . .. .. .. .... (14) .. .... .. .. .. .. 

KEPALA KANTOR PELA Y ANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN 

.............. , ........ (15) ... , .. ... , .... , 
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NO 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

( 12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

( 18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN 
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMMN 

URAlAN 

Diisi nomor Sural Keputusan KepaJa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Khusus Penerimaan berkenaan 

Diisi bulan transaksi penerimaan negara dan nilai imbaJanjasa pelayanan 
Bank/Pos Persepsi 

Diisi tahun transaksi penerimaan negara dan nilai imbaJan jasa pelayanan 
Bank/ Pos Persepsi 

Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan 
jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 
--

Dusi sebagaimana nomor (4) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Dusi sebagaimana nomor (2) 

Dusi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi tanggaJ penetapan keputusan 

Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan 

Diisi sebagaimana nomor (1) 

Dusi sebagaimana nomor (2) 

Dusi sebagaimana nomor (3) 

Dusi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi nomor urut 
--

Diisi Nama Bank/Pos Persepsi 

Dusi jumlah transaksi penerimaan negara periode berkenaan sebagaimana 
nomor (2) dan nomor (3) 

Diisi nilai imbalan jasa dengan mengalikan angka sebagaimana nomor (23) dan 
satuan biaya yang ditetapkan daJam Keputusan Menteri Keuangan. 

Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan 

I 

I 

I 
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

~ ___________________ ... ~ . .. ~ ... ~ .. (~l)~ ... = ... = ... ~ .. ___________________ J 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

NOMOR ... ..... .. ........ (2) ............ .... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bank Persepsi 

Alamat 

.. .... .. .... .. . .... .. (3) .... . .................. .. 

.. (4) ..... .................. . 

.. . (5) ... . .... ............... . 

... .... .. .. ....... .. (6) .... ... .. .. .. .. .. ....... . 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa be saran biaya pelimpahan sebesar USD 

.... . ..... (7) ..... .. .. untuk btllan .. .. .. .. (8) . .. .. .... tahun .......... (9) .. .. .. ... sebagaimana surat kami 

nomor ..... .. .. . (10) .. .. ..... tanggal ....... .. (11) ...... .. . hal Penyampaian Tagihan Pen ggantian 

Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan .. .. .. .... (12) .. ... .... tahun 

... .. .. .. (13) .. .. .. ... sesuai dengan yang dibayarkan kepada bank koresponden. 

Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari isi 

pemyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran 

penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang asing, maka kami bersedia 

mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada negara . 

... .. .. .. . ..... (14) . .. ... .. .. ... . . 

Yang membuat pemyataan , 

I Materai 1 .. .. .. · .. ··· ·,,(15) .. .... .. .. .. . . 

.............. . (16) .. . .. .. ... . .. 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

NO URAIAN 

(1) Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank Persepsi Mata Uang Asing 

(2) Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mu tlak 

(3) Diisi nama pejabat yang memberi pemyataan tanggungjawab mutlak 

(4) Diisi jabatan yang memberi pemyataan tanggung jawab mutlak 

(5) Diisi nama Bank Persepsi Mata Uang Asing 
I 

(6) I Diisi alamat Bank Persepsi Mata Uang Asing I 

(7) 
I 

Diisi dengan angka total nilai penggantian biaya pelimpahan yang ditagihkan 
(dalam USD) 

(8) 
Diisi dengan bulan tagihan penggantian biaya peJimpahan Bank Persepsi Mata 
Uang Asing 

(9) 
Diisi dengan tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata 
Uang Asing 

(10) 
Diisi nomor surat tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Perseps i Mata 
Uang Asing 

(11) 
Diisi tanggal sural tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mala 
Uang Asing 

(12) Diisi sebagaimana nomor (8) 

(13) Diisi sebagaimana nomor (9) 

(14) 
Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak 
dibuat dan ditandatangani 

(15) 
Diisi tanda tangan pejabat Bank/Pos Persepsi yang memberi pemyataan , 
distempel dan mate rai sesuai ketentuan 

(16) Diisi namajcJas pejabal Bank/Pos Persepsi yang memberi pemyataan 
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C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG 
JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN 
BIAYA PELlMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA l<HUSUS 
PENERIMAAN 

NOMOR KEP- ..... .. .... ......... (1) .. ...... .. ... . . 

TENTANG 

JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA 
PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

BULAN . . . (2) .... . TAHUN .... _ ... . (3) .. .. .... . 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN. 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan NomoI' PER- ...... (4) .. .. /PB/2018 tentang 
Tatu Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pclayanan 
Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank 
Persepsi Mata Uang Asing. perIu menetapkan Keputusan Kepala 
Kan tor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan 
Tentang Jumlah Transaksi dan Biaya Pelimpahan Dalam Rangka 
Pcnggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing 
bulan .. . .... (5) .. .. .. .. tahun .. ...... (6) .... .. . ; 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang 
Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pclayanan 
Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka 
Pcnerapan Treasury Single Account; 

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang 
Sis tern Penerimaan Negara Secara EIektronik sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1 15 j PMK.05j2017; 

3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER
... (7) . .. jPB/20 18 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran 
Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian 
Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing; 

Hasil perhitungan jumlah transaksi dan biaya pelimpahan dalam 
rangka penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata uang 
asing (8) .. . .. .. tahun .... .. .. (9) .... . .. ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI 
DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA 
PELlMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING BULAN 
.... .. .. (10) ........ TAHUN .. .. .... (11) .... .. 

Jumlah transal(si dan biaya pelimpahan dalam rangka penggantian 
biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing bulan 
. .. . (12) .. .... . tahun .... .. .. (13) ...... .. adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan 
Pc:rbcndallaraan Negara Khusus Penerimaan ini 

Jumlah transal(si pelimpahan sebagaimana dimaksucl dalam 
Diktum PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi jumlah frekuensi 
transaksi pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing 
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KETIGA 
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yang dilaksanakan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing selama 
periode bulan .... .. .. (14) .. .. .. .. tahun ... . ,. ,.(15)., . . , ., 

Biaya pelimpahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA merupakan jumlah biaya pelimpahan yang 
dibayarkan Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada Bank 
Koresponden atas transaksi pelimpahan Bank Persepsi Mala Uang 
Asing bulan berkenaan. 

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Khusus Penerimaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Ncgara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada: 

Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

2 . Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

3 . Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; 
dan 

5 . Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal .. ...... . . ,., .,(16) .. ... .. .. . ... . 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN 

,. ,. , •.. .. .. .. .• , .... . (17) ... . . _ ., . ... , . .•... .. 
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LAMPIRAN 
KEPU11JSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN 
PERBENDAHARAAN NEOARA KHUSUS PENERIMAAN 
NOMOR KEp· ........ ....... 118) ................ TENTANO JUMLAH 
TRANSAKSI PELIM?AHAN DALAM RANOKA PENGGANTIAN 
BIAYA PEUMPAHAN BANK PE:RSEPSI MATA UANQ ASINO 
BULAN .... {191 ..... TAHUN .... 1201 ..... 

JUMLAH TRANSAKSI DAN BIAYA PELIMPAHAN DALAM RANGKA PENGGANTIAN BIAYA 
PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

No. 
(241 

BULAN . .. .... .. . (21) ..... .... TAHUN ... ..... .. (22) ... ... ... . PADA BANK .. .. . ..... (23) ........ .. 

Tanggal 
Jumlah Transaksi 

PeJimpahan 
(251 (26) 

Jumlah 

Biaya PeJimpahan Penggantian 
(USDI Biaya Pelimpahan (USDI 

(27) (28) 

...... .. (29) .. ...... .. .. ... ·130) .... . " 

I<EPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN 

...... ................ (31 I ... , ............... . 
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NO 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

( 12) 

( 13) 

(14) 

(15) 

( 16) 

( 17) 

( 18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN 
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN 

URAIAN 

Diisi nomor Surat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan berkenaan 

Diisi bulan transaksi dan biaya pelimpahan penerimaan negara Bank Pesepsi 
Mata Uang Asing 

Diisi tahun transaksi dan biaya pelimpahan penerimaan negara Bank Pesepsi 
Mata Uang Asing 

Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran 
penggantian biaya pelimpahan 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (4) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi tanggal penandatanganan keputusan 

Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan 

Diisi sebagaimana nomor (1) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi sebagaimana nomor (2) 

Diisi sebagaimana nomor (3) 

Diisi nama Bank Persepsi Mata Uang Asing 

Diisi nomor urut 

Diis i tanggal transal<si pelimpahan penerimaan negara 

Diisi jumlah transaksi pelimpahan penerimaan negara pada tanggaJ berkenaan 

Diisi biaya pelimpal1an dalam USD 

Diisi penggantian biaya pelimpahan dalam USD 

Diisi total biaya pelimpahan dalam USD 

Diis i total penggantian biaya pelimpahan dalam USD 

Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan 
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D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUA N PEJABAT YA NG BERWENANG MENGAJ UKAN 
TA:G/HAN 

.... .. . (1) .. .. ... 

.. .. (2) . .. , NOMOR 
HAL Pemberitahuan Pejabat Yang Berwenang Mengajukan Tagihan 

. ... (3) . .. . 

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99 
Pengelolaan Transaksi Khusus 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo lllA 
Jalan Budi Utomo No.6 
Jakarta Pusat 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
_ .. .. .. .. . (4) ... .. .. .. .. ten tang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan 
Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing, 
dengan ini kami sampaikan pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani 
tagihan .. ... .. . (5) .. .. .. .. se bagai beriku t: 

Nama 
Jabatan 
Unit 

.. ... . .. . (6) ...... .... . 

.. .... .... (7) ........ . 

..... ... (8) .... . .. . .. . 

Demikian disampa ikan , atas perhatian dan keIjasama yang bail< , kami ucapkan 
terima kasih . 

.. .. .... ... (9) ... .. ... .. . 

••• " .. ... (10) ......... . 

• co .... ... (11) ......... . 

.... .... .. (12) ..... .. .. . 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGAJUKAN TAGIHAN 

NO URAIAN 

( 1) Diisi kop surat resmi kantor pusat Bank/Pas Persepsi 

(2) Diisi nomor surat 

(3) 
Diisi jenis tagihan: 
a . Tagihan ImbaJan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi, dan/atau 
b. Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing 

Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbaJan 
(4) jasa pelayanan Bank/Pas Persepsi dan penggantian biaya pelimpahan Bank 

Persepsi Mata Uang Asing 

(5) Diisi sebagaimana nomor (3) 

(6) Diisi nama pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani tagihan 

(7) Diisi jabatan pej nbat yang berwenang mengajukan dan menandatangani tagihan 

(8) Diisi unit kerja pejabat yang berwenang mengajukan dan menandatangani 
tagihan 

(9) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemberitahuan dibuat 

(10) 
Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat 
pemberitahuan 

(11) 
Diisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat 
pemberitahuan dan distempel 

( 12) Diisi nama peja ba l yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan 
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E. F'ORMAT TAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK! POS PERSEPSI 

NOMOR 
LAMPIRAN 
HAL 

.. .. (2) .... 

.. .. (3) .•.. 

.. .. . .. ( 1) ... .. . . 

Penyampaian Tagihan .... (4) .... Bulan . .. . (5) .. .. Tahun .. ,, (6) .. 

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99 
Pengelolaan Transaksi Khusus 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo lIlA 
Jalan Budi Utomo No.6 
Jakarta Pusat 

1. Berdasarkan: 
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- .. .. ... .... (7) .. .. .. .... . tentang 

Tata eara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 
Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing; 

b Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KllUSUS 

Penerimaan Nomor KEP· .. ... . ... (8) ..... ... ... tanggal .. .... .. (9) ....... . 

dengan ini kami sampaikan tagihan ... .... (10) . ... ... . • dengan rincian sebagai berikut: 

Bulan/Tahun Jumlah Transaksi Jumlah Imbalan Jasa 
Tagihan Penerimaan Negara (Rp) 

(I I) ( 12) ( 13) 

-

untuk dibayarkan kepada: 

Nama Penerima .,. (14) .•. 

NPWP · .. . (15) .. . · 
Nama Bank · ... ( 16) ... 

Nomor Rekening ... (17) ... 

Nama Rekening ... ( 18) ... 

2 . Sebagai kelengkapan administrasi. terlampir kami sampaikan dokumen pendukung 
sebagai berikut: 

a . Kuitansi bermaterai sebanYak 1 (satu) rangkap dan kuitans i tidak bermaterai 
sebanYak 2 (dua) rangkap; 

b . Faktur Pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap; 
c. Surat Setoran Pajak (SSP); dan 
d . Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanYak 3 (tiga) rangkap. 

Demikian disampaikan . alas perhatian dan kerjasama yang baik. kami ucapkan 
terima kasih. 

• ... " .. (19) •.... " • 

• "." .. (20) . "" .... 

.... ... ... (21) .. . .. ... .. 

u " .. .. (22) ....... . . 
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PETUNJUK PENGlSIAN SURATTAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/pas 
PERSEPSI 

NO URAlAN 

( I) Oiisi kop surat resmi kantor pus at Bank/ Pas Persepsi 

(2) Ousi nom or surat tagihan 

(3) Ousi jumJah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat tagihan 
(misalnya 4 (em pat) berkas) 

(4) 
Oiisi jenis tagihan yang dimintakan, seperti: 
a . Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi, atau 
b. Tagihan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi Rampung Tahunan 

(5) Oiisi bulan tagiha n imbalan jasa pelayanan Bank/Pas Persepsi 

(6) Oiisi tahun tagihan imbalan jasa pelayanan Bank/Pas Persepsi 

(7) Ousi nomor Perdiljen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbaJan 
jasa pelayanan Bank / Pos Persepsi 

Oiisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus 
Penerimaan Tentang: 

(8) a . Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Nilai Imbalan Jasa Oalam 
Rangka PembaYllran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi; atau 

b Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara Oalam 
Rangka Pembavaran Imbalan Jasa Pelavanan Bank/Pas Perseosi . 

(9) Oiisi tanggal Surat Keplltusan sebagaimana nomor (8) 

(10) Ousijenis tagihan yang dimintakan sebagaimana nomor (4) (bulanan / rampung) 

( II) Ousi bulan dan tal1un imbalan jasa pelayanan yang ditagihkan 

(12) 
Oiisijumlah tran~aksi penerimaan negara sesuai Keputusan Kepala KPPN 
Khusus Penerimaan. 

( 13) Ousi jumlah imbalan jasa pe1ayanan penerimaan negara 

(14) Oiisi nama penerima Bank/Pas Persepsi pemilik tagihan imbalan jasa pelayanan 

(15) Ousi nom or NPWP Bank/ Pas Persepsi pemilik tagihan imbalan jasa pelayanan 

( 16) Oiisi nama bank tuju an transfer 

(17) Oiisi nomor rekcning ~esuai yang tercantum pada rekening koran 

(18) Ousi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran 

(19) Oiisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat 

(20) Ousi nama jabatan pcjabat yang berwenang menandatangani surat tagihan 

(21) 
Oiisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani dan 
distempel 

(22) Oiisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan 
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F. FORMAT TAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA PELlMPAHAN BANK PERSEPSI MATA 
UANGASING 

. .. .. .. ( 1) ...... . 

.. .. (2) . . . 
, ... (3) ... , 

NOMOR 
LAMPlRAN 
HAL Penyampaian Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi 

Mata Uang Asing Bulan .. .. (4) .... Tahun .. ,, (5) .... 

Yth. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN 999.99 
Pengelolaan Transaksi Khusus 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo iliA 
Jalan Budi Utomo No.6 
Jakarta Fusat 

1, Berdasarkan: 
a Peraturan Direktur J enderal Perbendaharaan NomoI' PER- .. ... .... .. (6) .. .. .... . . ten tang 

Tata Cara Pelaksanaal1 Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi 
Dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing; 

b . SUrat Keputusan I<epala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus 
Penerimaan NomoI' KEP· .. .. .. .. .... (7) , .... ... ,, ' tanggal .... .. ...... (8) .. .. .... .. 

dengan ini kami sampaikan tagihan penggantian biaya pelimpahan bank persepsi mata 
uang asing. dengan ril1cian sebagai berikut: 

Tanggal Jumlah Transaksi Nilai Biaya Jumlah 
(9) Pelimpahan Pelimpahan Penggantian Biaya 

( 10) (USD) Pelimpahan (USD) 
. 1111 ( 121 

untuk dibayarkan kepada: 

Nama Penerima ... (13) ... 

NPWP .. ,(14) ... 

Nama Bank ... ( 15) ... 

Nomor Rekening .. . (16) ... 

Nama Rekening ... ( 17) ... 

2 . Sebagai kelengkapan administrasi. teriampir kami sampaikan dokumen pendukung 
berupa kuitansi berma terai sebanya.\< I (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermaterai 
sebanyak 2 (dua) rangkap. 

Demikian disampaikan. atas perhatian dan keIjasama yang baik. kami ucapkan 
terima kasih . 

. ...... .• . (18) ... ... ... . 

....... • , (19) " ...... .. 

• " ...... (20) .. " " " 

." ..... (21) "" .... 
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PETUNJUK PENGIS[AN SURAT TAGIHAN PENGGANT1AN BlAYA PELIMPAHAN BANK 
PERSEPSI MATA UANG ASING 

NO URAlAN 

(1 ) Diisi kop surat resrni kantor pusat Bank/ Pos Persepsi 

(2) Diisi nomor surat tagihan 

(3) Diisi jumlah Iampiran dokumen pendukung sebagai ke[engkapan surat tagihan 
(misalnya I (Satu) berkas) 

(4) Diisi bulan tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing 

(5) Diisi tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang 
Asing 

(6) Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran 
Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing 

Diisi SUrat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan Tentang Jumlah 
(7) Transaksi Pelimpahan Dalam Rangka Penggantian Biaya Pelimpahan Bank 

Persepsi Mata Uang Asing 

(8) Diisi tanggal Surat Keputusan sebagaimana nomor (7) 

(9) Diisi tanggal, bulan dan tahun tagihan penggantian biaya pelimpahan yang 
ditagihkan sesuai SUrat Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan 

(10) 
Diisijumlah transaksi pelimpahan penerimaan negara mata uang asing sesuai 
Surat Keputusan Kcpala KPPN Khusus Penerimaan 

( 11) 
Diisi jumlah total nilai biaya pelimpahan bulan berkenaan yang clike1uarkan 
Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada Bank Koresponden (dalam USD) 

(12) Diisi jumlah penggantian biaya pelimpahan (dalam USD) 

(13) 
Diisi nama penerima Bank/Pos Persepsi pemilik tagihan penggantian biaya 
pelimpahan 

( 14) 
Diisi nomOr NPWP Bclllk/Pos Persepsi pemilik tagihan penggantian bia)'a 
pelimpahan 

( [5) Diisi nama bank tujuan transfer 

( 16) Diisi nomor rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran 

( 17) Diisi nama rekening sesuai yang tercantum pada rekening koran 

( 18) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tagihan dibuat 

( 19) Diisi namajabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihan 

(20) 
Diisi tanda tangan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani dan 
distempel 

(21) Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tagihru1 

J 
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G. FORMAT KUITANSI TAGIHAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 

Nomor .............. (1) .... ....... . .. 

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 

Sudah Terima dari Pejabat Pembuat Komitmen 

Jumlah Uang Rp .. ... .. .. .... . (2) .. .. ........... . 

Terbilang .. . ....... ... ... .. . (3) ..... ....... .... . . 

Untuk Pembayaran Tagihan .. .... .. (4) .. .. ... Bulan ....... (5) ....... Tahun .... ... (6) ... .. . . 

a .n . Kuasa Pengguna Anggaran 
Pejabat Pembuat Komitmen 

.... .. . ...... .. (11) .. ... ~ .. .... .. . 

.... .. ... ...... (12) ... ... .. ...... . 

.... ......... .. (7) ..... ....... .. . 

.. .. ... .... .... (8) ....... ... .... . 

1 Materai I .. · ...... · .... . (9) .... .. .. . .. .. .. 

• • • • M . . . .. .. .. .- (lO) . .. .. ~ I •• • ~ iO .. . ~ 
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PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN IMBALAN JASA 
PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 

NO URAlAN 

( 1) Diisi namar kuitansi/bukti pembayaran 

(2) Diisi jumlah uang (Ru piah) dengan angka 

(3) Diisi jumlah uang (Rupiah) dengan huruf 

Diisi jenis tagihan yang dimintakan, seperti: 
(4) a , Tagihan Imbalan ,)asa Pelayanan Bank/Pas Persepsi Bulanan; atau 

b . Tagihan 1mbalan Jasa Pelayanan Bank/Pas Persepsi Rampung Tahunan 

(5) Diisi bulan tagihan 

(6) Diisi tahun tagihan 

(7) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun kuitansi/bukti pembayaran dibuat dan 
di tandatangani 

(8) Diisi namajabatan pejabat Bank/Pas Persepsi yang berwenang sebagai 
penerima dana 

(9) Diisi tandatangan pejabat Bank/Pas Persepsi yang berwenang sebagai penerima 
dana, distempel dan materai sesuai ketentuan 

(10) Diisi nama pejabat Bank / Pas Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana 

(1 1) Diisi tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Kamitmen 

(12) Diisi nama jelasl NIP Kuasa Pengguna Anggaranj Pejabat Pembuat Kamitmen 
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H. FORMAT FAKTUR PAJAK 

FAKTUR PAJAK 

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 

Pengusaha Kena Pajak 

Nama 

Alamat 

NPWP . 
Tanggal Pengukuhan PKP , 
Pembeli Barang Kena Pajakj Pencrima. Jasa Kena Pajak -
Nama : 

Alamat 

NPWP NPPKP 

No. Harga JualjPenggantianjUang 

Urnt 
Nama Barang Kena PajakjJasa Kena Pajak Muka/Termin 

[Rpl 

Harga Jual/PenggantianjUang MukajTermin 'j 

Dikurangi Potongan Harga 

Dikurangi Uang Muka yang telah dilCrima 

Dasar Pengenaan Pajak 

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 

Pajak Penjualatan Atas BaranR Mewu h 
Tarif DPP PPN BM 

.... .. , .. ,.,. , ,% Ro . .... . . ....... 8p_ · ................ ...•. 

... . . ... IH "'H 'o/O Rp . ......... ....... .. Rp , . .. ... '" II, , _ . .. .. 
Tempal.. .. tanggal .,._ bulan .. . tahun 

..... ....... . % Rp .... , Rp ... . ... .... ...•.. . .. .. 
Bank/Pas Persepsi .. , .. .. " 

........ • ,~ . " " % Rp .... .. .. ... .......... Rp .. '" .. .. ' .. ... .. Tanda Tangan dan Stempel 

Jumlah RD I . .... , • • ••• , • •• • • • Nama 
Jabatan 

• j Caret yang tadak perlu 
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I. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK 

SURAT SETORAN PAJAK D KEMENTERIAN KEUANGAN R .1. LEM BAR 
DIREKTORAT JENDERAl PAJAK (SSP) 

NPWP W 1 I I 1 1 I I I U I I J 1 I I I 1 
Diisi sesuo; dengon Nomor Pokok wojib Pajak yong dimiliki 

NAMAWP ..... ....... . .. .... ... . , ................................. --...... -.. ~-- ........ "to • .. . 
ALAMATWP ......• ..................... . .. ... , ......... .. ...... .. -.- ..... - .- .........•. ~.-. . ...... " .. .. . ... ..... . ..... 

. ~ . n _ .............. ......... . .... . .. .. .......... . ... .... . ...~ .......... -.-. ............. _ ..... ......... ~ .. ............. - ~ 

NOP W W I I I I I I I I I I I I I I I I I 1-
Diisi s~suoj dengon Nomar Objek Pajak 

ALAMATOP ....... . ..... ...... . ,,' . -_ ................. __ ..... _ ............................. - . .. . .. .......... 
.. . .... ....... ..... ., . • • , ••• _ • • • • •• R . _ _ ..... • • • ••• . ...... ...... . -, ........ _" 

Uralan Pembayaran : PPN Pembayaran Imbalan Ja~a 
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran layanan Bank/Po~ Persepsi Bulan ...... Tahun ....... 

1 4 I 1 I 1 I 2 I 1 I 1 1 I 9 I 0 I 0 I .. _ ....... __ ..... . ...... " .... , ........... 
.... ...... __ ......... _. ..... .. . . ... .. . . 

Masa Pajak Tahun Pajak 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul AgS Sep Okt Noy Des 

I I I 1 I 
Ber; ronda silo[l9. (x) poda kalom bulon, sesuoi dengon pemboyoron untuk moso yang berkenoon Oiisi Tohun terutangnya Pajak 

Nomar Ketetapan : I I I I I / I I I I / W / I I I I / W 
Dlis; sesuoi Nomar Ketetopan . STP, SKPKB, SKPKBT 

Jumlah Pembayaran : .. 'w ••••• • ......... -- ........... .. ..... -..... -... ... D;,~i dengan rupiah penuh 

Terbllang : .... ..... ... .. . ....... . ....................... . .... -............. .................. -............. 
......... . .... __ ............. ..... ... . .. . .. -. ..... _ .. .. ...... ........ . -.. _ ...... ... _._ . . ................ . ....... 

'I'" ... . ............... .. .... ...... ... ................ ~-......... -........... ...... _ ......... .. ........... .... _ .......... .... 

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor 
Tanggal .............. ........... ..... r • •• " ......... .. ... " .... Tanggal .... . .. .. ... 

tando tangofl don stempel 

Tanda Tangan dan Stempel 
Nama Jelas ~ .. NamaJeJas : -. ............... .. . ..... .. .. 

.. Terima kasih Telah Membayar Pajak· Pajak Untuk Pembangunan Bangsa .. 
Ruang Val idasi Kantor Penerlma Pembayaran 

f .2.0.32 .01 
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J. FORMAT KUITANSI TAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK 
PERSEPSI MATA UANG ASING 

Nomor ..... .. ...... . (1) ........... .. . 

KUITANSI/ BUKTI PEMBAY ARAN 

Sudah Terima dari Pejabat Pembuat Komitmen 

Jumlah Uang USD . ... . .. .... ... (2) ...... .... ..... . 

Terbilang ..... ... .. , ..... . .. (3) ................ . 

Untuk Pembayaran Tagihan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata 

Uang Asing Bulan .. _ ... (4) ..... .. Tahun ....... (5) ... . .. . 

•. , ...... ... .. . (6) .••.. •••..•.••• 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran 

Pejabat Pembuat Komitmen .. ... ..... ... .. (7) .... ..... , .. . .. 

.. .. .. ......... (10) .... .. .. .... .. . [~~~erai .. ... ..... .... . (8) ........ .... . ... 

. .. ... .. ... .... (11) ." . .... ..... . . .. .. .. , .. " . .. (9) ., ....... ... .. . 
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PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA 
PELIMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING 

URAIAN 

Diisi nomor kuitansi/bukti pembayaran 

Diisi jumlab uang (USD) dengan angka 

Diisi jumlab uang (USD) dengan huruf 

Diisi bulan tagihan 

Diisi tab un tagihan 

Diisi tempat, tan ggal , bulan, tabun kuitansi/bukti pembayaran dibuat dan 
ditandatangani 

Diisi nama jabatan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai 
penerima dana 

Diisi tandatangan pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima 
dana, distempel dan materai sesuai ketentuan 

Diisi nama pejabat Bank/Pos Persepsi yang berwenang sebagai penerima dana 

Diisi tandatangan l<uasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen 

Diisi namajelas/NIP Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen 
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K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG 
PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN 
NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA 
PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 

KEMENTERJAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS 
PENER!MAAN 

NOMOR KEP- .. ... .. . ...... ..... (1) ... .... ..... .. . 

TENTANG 

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENER!MAAN NEGARA DAN NILAI 
IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS 

PERSEPSI TAHUN .. .. .. .. . (2) .. .. .. . , 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN, 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 15 ayat (4) Peraturan Dircktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.. .. .. . (3) .. .. .. /PB /20 18 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran ImbaJan Jasa 
Pelayanan Bank/Pos Persepsi Dan Penggantian Biaya Pelimpahan 
Bank Persepsi Mata Uang Asing, perJu menetapkan Keputusan 
KepaJa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus 
Penerimaan ten tang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi 
Penerimaan Negara dan Nilru ImbaJan Jasa DaJam Rangka 
Pembayaran ImbaJan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi Tahun 
. .. .. (4) .. .. .. .. , 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05 /20 10 ten tang 
PelaJ{sanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara BersaJdo Nihil DaJam Rangka 
Penerapan Treasury Single Account; 

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang 
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagrumana 
diu bah dengan Peraturan Menteri Keuangan NomoI' 
1 15 / PMI<.05/2017; 

3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63 /KMK.05/2010 tentang 
ImbaJan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa 
Persepsi!Pos Persepsi daJam rangka Pelaksanaan Treasury 
Single Account Penerimaan; 

4 . Pcraluran Direktur JenderaJ Perbendaharaan Nomor PER
.. (5) ... /PB/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran 

Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian 
Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing; 

Hasil perhitungan rampung jumlah transaksi penerimaan negara 
dan nilai imbaJan jasa daJam rangka pembayaran imbaJan jasa 
pelayanan Bank/Pos Persepsi tahun .... ...... (6) .. .. .. .. ... ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENER!MAAN TENTANG PERHITUNGAN 
RA,MPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENER!MAAN NEGARA DAN 
NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN 
JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TAHUN .. .... . . (7) .. .. . 
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Perhitungan rampung jumiah transaksi penerimaan negara dan 
nilai imbalan jasa dalam rangka pernbayaran imbalan jasa 
pelayanan Bank/Pos Persepsi tahun ... .. . (8) . .. ... adalah 
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Peiayanan 
Perbendaharaan Negara Khusus Penerirnaan ini. 

Jumiah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Dikturn PERTAMA merupakan hasil rekapitulasi jumiah 
transaksi yang disetorkan meialui Bank/Pos Persepsi yang ada 
pada database Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Keputusan Kepala Kantor Peiayanan Perbendaharaan Negara 
Khusus Penerirnaan ini muiai beriaku pad a tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor Peiayanan Perbendaharaan 
Negara Khusus Penerimaan ini disampaikan kepada: 

1. Direktur Sis tern Perbendaharaan, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

2. Direktur Pengeioiaan Kas Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kernenterian Keuangan; 

3. Direktur Sis tern Informasi dan Teknoiogi Perbendaharaan, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 

4. Kepala Kantor Peiayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; 
dan 

5. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ... ... .. . .. . .. . (9) .. .. .... .. .. . 

I<EPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN 

. .. . .. ... .... .. ... .... (10) . .. .. .... ... .. ...... . 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN 
PERBENDAHARMN NEOARA KHUSUS PENERIMMN 
NOMOR KEP· ........... •. (lI) ...•......... TENTANO PERHITUNOAN 
RAMPUNO JUMLAH TRANSAKSI PENERIMMN NEOARA 
DAN NIl.AJ JMBALAN JASA OALAM RANCKA PEMBAY ARAN 
IMBAJ..AN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI iAHUN 
•••• (12) ••... 

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI 
IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS 

Nama 
Bank/ Nomor 

Pos 
(14) 

Persepsi 
(15) 

PERSEPSI TAHUN .......... (13) .... ..... • 
. . 

Berdasarkan LKPP Audited Berdasarkan SK Dalam 
Setahun 

Kurang 
Jumlah 

-
Jumlah 

Transaksi Nilai Imbalan Transaksi Nilai Imbalan 
(Lebih) 

Penerimaan Jasa Penerimaan Jasa 
Bayar 

Negara ( 17) Negara ( 19) 
(20) 

( 161 (181 . 
- -~ 

.. 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN, 

.. . _, . __ . _ .. ... , .. ~ .. _ (21) , .... . , . .. .•. I _ •• _ • • 4 
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN 
NEGARA KHUSUS PENERIMAAN PERBENDAHARAAN 

NO URAIAN 

( 1) 
Diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendahara an Negara 
Khusus Penerimaan berkenaan 

(2) 
Dusi tahun posisi data transaksi tagihan imbalan j asa pelayanan Bank/ Pas 
Persepsi 

(3) 
Diisi nomor Perdirjen Perbendaharaan yang menjadi dasar pembayaran imbalan 
jas a pelayanan Bank/ Pas Persepsi 

-
(4) Diisi sebagaimana nomor (2) 

(5) Dusi sebagaimana nomor (3) 

(6) Diisi sebagaimana nomor (2) 

(7) Diisi sebagaimana nomor (2) 

(8) Diis i sebagaimana nomor (2) 

(9) Diisi tanggal penetapan keputusan 

(10) Dtisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani keputusan 

( 11 ) Diisi sebagaimana nomor (1) 

( 12) Dusi sebagaimana nomor (2) 

(13) Dusi sebagaimana nomor (2) 

(14) Dusi nomor urut 

(15) Diisi nama Bank / Pas Perseps i 

(16) Dusi jumlah transaksi penerimaan negara berdasarkan LKPP Audited 

Diisi dengan nilai imbalan jas a berdasarkan LKPP Audited, dihitung dengan 
( 17) mengalikan angka pada kolom nomor (16) dengan sa tuan biaya imbalan jasa 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Oiisi total jumlah tran sa l<si penerimaan negara setahun yang ditetapkan dalam 

(18) 
Sur at Keputusan ,I<epala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusu s 
Penerimaan tentang Jumlah Transaksi Penerima an Negara dan Nilai Imbalan 
Jasa Dalam Rangl<a Pcmbayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 

Dusi dengan nilai imbalan j as a setahun yang ditetapkan dalam Sural Keptltllsan 

( 19) 
Kepala Kantor Pclayanan Perbcndahara an Negara Khusus Penerimaan ten tang 
Jumlah Transal{s i Penerim aan Negara dan Nilai Imbalan J asa Dalam Rangka 
Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 

(20) 
Oiisi kurang (lebih) bayar yang dihitung dari angka pada kolom nomor (17) 
dikurangi angJ{a pada Iw lom no mor (19) 

(21) Diisi nama pej a ba t yang menandatangani keputusan 
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L. PORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN 
BANK/POS PERSEPSI DAN PENGGANTIAN BIAYA PELIMPAHAN BANK PERSEPSI 
MATA UANG ASING 

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI 
DAN PENGGANTIAN BIAYA PELlMPAHAN BANK PERSEPSI MATA UANG ASING PERI ODE 

BULAN .. .. ... __ .. .. _ TAHUN .... ... .. .. .... .. . 

PM SI 20 
_1'1~~~ . 

DnA 
JUMLAH JUMLAH 

"." Tr., RF:E~IN(l _N~MA ~~~~ 
PERIODE 

TAGIHAN PAJAK BERSIH KET 
REKENING 

3 :"- -, 6 7 8 9 II 12 13 I. 15 

I 

=ill] -= 

1Iw;Ri~1~,o HARJOWIRYONO rt 
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